
Menimbang :

Mengingat :

BUPATIMUSIRAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 36 TAHUN 2OL7

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERUMAHAN RAIflAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

batNnra unhrk memenuhi ketenhran Pasal 5 Peraturan

Daeratr Nomor 1O Tatrun 2016 tentang Pembenttrkan

dan susunan Peranglrat Daerah Kabupaten Musi

Rawas, perlu menetapkan Peratrrran Bupati tentang

Susunan Organisasi, Tugas dan F\rngsi Dinas

Perumatran Ralryat dan l(awasan Permukimart

IhbuPaten Musi Ran'as.

1. Undang-undang Nomor 28 Tatrun 1959 tentang

Pembentukan Daeratr Tingkat II dan Kotaprqia di

sumatera selatan (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tatrun zO04- tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr hrsat dan

Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2Oo4 Nomor 126, Tambatran kmbaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 5 Tatrun 2ol4 tentang Aparahrr

sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tatu:n 2ol4 Nomor 6, Tarrrbatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9a);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 244,Tarrbahan kmbarart

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penrbahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan F\rngsional Pegawai Negeri Sipil (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

35471, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 4O Tahun 2O1O tentang Pembahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 32lPYtlMl2Ol6 tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan Pemerintahan Bidang Pemmahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor L57a\
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g.PeraturanDaeratrNomorloTahun2oL6tentang

PembentukandanSusunanPerangkatDaerah
Kabupaten Musi Rawas (kmbaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O)'

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAIffAT DAN

KAWASANPERMUKIMANKABUPATENMUSIRAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah l(abupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

S. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Musi Rawas.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman IkbuPaten Musi Rawas.

T. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas.

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemmahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman I(abupaten Musi Rawas.

g. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas-

10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perumahan Ralryat dan l(awasan

Permukiman KabuPaten Musi Rawas.

I 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis

khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di

Dinas Perumahan Ralryat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi

Rawas.
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BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

. Permukiman terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat yang

membawahkan Subbagian-subbagian dan Bidang-bidang yang

membawahkan Seksiseksi;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Kelompok Jabatan F\rngsional; dan

(4) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Ralqyat dan Kawasan

Permukiman sebagaimana dimd<sud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat

(3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perattrran Bupati ini.

Pasal 3

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

membawahkan Sekretariat dan Bidang-bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

terdiri dari :

a. Bidang Perumahan, membawahkan :

1) Seksi Rumah Swadaya dan Rumah Khusus;

2) Seksi Rumah Umum dan Komersial; dan

3) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Penataan Pemmahan

Kawasan Pemukiman.

b. Bidang Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kawasan, terdiri

dari:

1) Seksi l(awasan Permukiman dan Penanganan Kumuh;

2) Seksi Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Kawasan; dan

3) Seksi Tata Guna Tanah, Lahan dan Hunian Berimbang.

c. Bidang Pertanahan terdiri dari :

1) Seksi Permasalahan Tanah;

2) Seksi Inventarisasi Tanah; dan

3) Seksi Pengadaan Tanah.
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(3)

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

(4) Kelompok Jabatan Ftrngsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagtan Kesatu

Kedudukan Dinas

Pasal 4

Dinas Perumahan Ralyat dan Karyasan Permukiman merupakart

unsur pelaksana urusan pemerintatran yang menangani umsan

pemerintahan daerah di bidang penrmahan dan kawasan permukiman

serta pertanahan.

Dinas Penrmahan Ralryat dan I(awasan Permukiman dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan Ralryat dan I(awasan Permukiman mempunyai

hrgas melaksanakan urusan pemerintahan daeratr di bidang

perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan berdasarkan

asas otonomi dan hrgas pembanhran yang diberikar kepada

Kabupaten.

Pasal 5

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

menyelenggarakan fungsi:

a. pen5rusunan perencanaan bidang perumahan, kawasan permukiman

dan pertanahan;

b. pemmusan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman

dan pertanahan;

c. pelahsanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pemmahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan bidang penrmahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan administrasi Dinas;
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f. pelaks arlag1n pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;

d'art

g. pelaksanaal trrgas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ttrgas

dan fungsinYa.

Bagran Kedua

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai hrgas melaksanakan

urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan

keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi

pen5rusunan program dan kegiatan Dinas.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan ttrgas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian pen5rusunan rencana, prqgram' alrggaran di bidang

pemmahan, kawasan permukiman dan tatta ruang serta bidang

pcrhnahan;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuarrgan, kenrmahtarrgaan, kerjasama, hubungan

masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

c. penahan organisasi dan h.ta laksana;

3

C d. pengoordinasian dan penyusunan perahrran perundang-undangan;

e. pengelolaan hrarrg milik/kekayaan negara; dren

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinla.

Pasal 8

{1) Subbagian Pererrsanaan, Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempunyai tugas :

a. men5rusun renc.ana dan angaran Dinas;

b. menyiapkan bahan koordinasi penytrsunan rencana, program dan

kegiatan Dinas;

c. men5rusun rencana Strategis, rencana kerja, program dan kegiatan

Dinas;
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d. men5rusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Dinas;

e. melalrukal pemantauan dan evaluasi pelaksana'an program dan

kegiatan Dinas;

f. men5rusun rereanra kegiatan perryelenggaraan administrasi

keuangan dan aset Dinas;

. g. melaksan'akan pengelolaan administrasi keuangan d'an aset Dinas;

.u . h. melaksanakan kegiatan pembendatraraant, verifikasi dan

anggaran keuarrgan Dinas;

i. men5rusun laporan realisasi keuangan dan menJrusun laporan

keuangan'akhir tahun;

J. melalnrkan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;

k. metaktrkarr p€nlrusunan lapcan dan peredokrarrerrtasian aset

Dinas;

l. melakul<an pengavrasan, waluasi dan pelaporan pelaksarraart

kegiatan dilingkup tugasnya; dan

m. melaksarr.akan trrgas tain yang diberikan Sekretaris sesuai derrgart

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian diflmpin oleh Kepala Subbagian,

mempunyai tugas :

a. menJrusun ren.sana kegiatan urusarr lunum dan kepegawaiarr;

b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas,

peralatan d'an per-len.gkap'an kantor dan aset lainnya;

c. melaksanakan penyiapan rencana kebuhrhan pengadaan sarana

. 3 dan prasarana.dilingkungan Dinas;
- d. melaksanakan 'urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian

dan inventari's,asi b'arang-barang inventaris;

e. melaksanakan urusan urmlm, keprotokolan, hubungan

masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumerrtasi;

. f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi

kepegawaian, administrasi kenrsipnn dnn perpustakaan dinas:

g. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan

pengawai unhrk mengiktrti pendidikanlpetatihart;

h. melaksanakan penyrapan bahan standar kompetensi pegawai,

tenaga telcris d'an fungsional',
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i. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan bidang tugasnYa; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan ttrgas dan fimgsirrYa-

Bagian Ketiga

Bidang Perumahan

Pasal 9

Bidang Penrrnahan dipimpin oleh Kepala Bidang, memprnyai tugas

melaksanakan pen5rusunan, pelaksanaan kebijakan teknis dan

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan tugas di bidang perumahan.

Pasal 1O

Bidasg Pemmahan dalam melalcsanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

a. pereneanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;

b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemmahan;

c. perrgoordinasian kegiatan dan ttrgas penunjang serta firgas yang

bersifat mtinitas;

d. pengarralisaan program dan r:rusan yang menjadi kewerrangan'bidrtg;

e. pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;

f. pelaksarlaan fasilitasi kelanearan ttrgas berdasarkan uzets

3 keseimbangan penyelenggaraan kegiatan di bidang penrmahan;

g. pelaksanaan pengaryasan, evaluasi dan pelaporan pelaksarraan

kegiatan dilingkup tugasnya; dan

h. melaksanakan tugas tain yang diberikan Kepala Dinas "sesuai dengart

tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Rumah Swadaya dan Rum;ah Khusus dipimpin oleh Kepala

Seksi, mempunyai tugas :

a. rnenJru$ul rencana kegiatan tahuaan sesuai program dan urtrsan

dengan mempedomani peraturan penrndang-undangan serta

kebiiakan te}sds lembaga Pernerintah terkait
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b. mengumpulkan data dan bahan unhrk penyusunan kegiatan sesuai

dengan urusanrumah swadaya dan rumah khusus;

c. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi rumatr

swadaya dan rumah khusus;

d. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan rumatr

swadaya dan rumah khusus;

e. menyiapkan batran fasilitasi pelaksanaan ttrgas dan kegiatan rlmah

swadaya dan nrmah khusus;

f. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dengan unit keda

terkait rumah swadaya dan nrmah khusus;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telatr ditetapkan;

h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut

ketentuan yang berLalm;

i. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan dilingkup tugasnYa; dan

j. melaksanakan hrgas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Rumah Umum dan Komersial dipimpin oleh Kepala Seksi,

mempunyai hrgas :

a. men1rusufl rencana kegiatan tahunan sesuai program dan urusan

dengan mempedomani perahrran perundang-undangan serta

keb[iakan teknis lembaga Pemerintah terkait;

b. mengumpulkan data dan bahan unttrk penyusunan kegiatan sesuai

dengan urusan seksi rumah umum dan komersial;

c. menyiapkan batran kebijakan pelaksanaan urusan seksi rumah

umum dan komersial;

d. menyiapkan pedoman pelahsanaan hrgas dan kegiatan seksi rumah

ufiium dan komersial;

e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi

rumah umum dan komersial;

f. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja

terkait seksi nunatr rrmum dan komersial;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;

h. metaksan'akan penyimparlan berkas kerja, data dan b'atlan menumt

ketentuan yang berlaku;
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i. melalmkan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan dilingkuP tugasnYa; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai

dengan trrgas dan fungsinYa-

(3) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Penataan Perumahan Kawasan

Pemukiman dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai hrgas :

a. men5rusun rencana kegiatan tahunan sesuai program dan urusan

dengan mempedomani peratrrran perundang-undangan serta

kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait;

b. mengumpulkan data dan bahan unttrk penJrusunan kegiatan sesuai

dengal urusalseksi 11mah swadaya, khusus, umum, dan

komersial;

c. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi rumah

swadaya, khusus, umum, dan komersial;

d. menyiapkan pedoman pelaksanaan ttrgas dan kegiatan seksi rumatt

swadaya, khusus, llmurn, dan komersial;

e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi

nrmah swadaya, khusus, umurn, dan komersial;

f. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja

terkait seksi rumah swadaya, khusus, umum, dan komersial;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;

h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut

ketentuan yang berlaku;

i. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan dilingkup tugasnya; dart

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinYa.

Bagtan KeemPat

Bidang Kawasan Permukiman dan Tata Ruang I(awasan

Pasal 12

Bidalg Kawasan Permukiman dan Tata Ruang I(awasan dipimpin oleh

] Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penJrusunan,

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

, pemantauan dan evaluasi di bidang kawasan permukiman dan tata ruang

, kawasan.
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Pasal 13

Bidang Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kawasan dalam

melaksanakan hrgas sebagaimana dimahsud dalam Pasal 12,

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional

bidang kawasan permukiman dan tata ruang kawasan;

b. penyelenggaraan pengkajian bahan program, strategi dan evaluasi

rencana bidang kawasan permukiman dan tata ruang kawasan;

c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan,

pemeliharaan dan pengawasan terhadap penyediaan infrastnrkhrr

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan permukiman

perdesaan/perkotaan yang meliputi antara lain jaringan jalan

lingkungan, jaringan drainase, air bersih, air limbah, persampahan,

penyehatan lingkungan permukiman, tata bangunan dan lingkungan,

penataan mang kawasan permukiman;

d. penyelenggaraan pelaksanaan penataan nrang kawasan strategis

daerah;

e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan

kerjasama/kemitraan bidang kawasan permukiman dan tata ruang

kawasan;

f. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilinglrup

tugasnya; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Kawasan Permukiman dan Penanganan Kumuh dipimpin oleh

Kepala Seksi, mempunyai hrgas:

a. menyelenggarakan pengkajian batran kebiiakan dan strategi

operasional bidang Kawasan Permukiman dan Penanganan

Kumuh;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan program strategis bidang

kawasan permukiman dan Penanganan Kumuh;

o
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menyelenggarakan pengahrran, pembinaan, pembangunan

pemeliharaan dan pengawasan terhadap penyediaan infrastruktur

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan

permukiman perdesaan/perkotaan yang meliputi antara lain

jaringan jalan linglimngan, jaringan drainase, air bersih, air

limbah, persampahan, penyehatan lingkungan permukiman, tata

bangunan dan lingkungan, lrnataan ruang kawasan

permukiman;

menyiapkan bahan penerbitan Advice Planning (AP) dan

pemberian pertimbangan teknis penerbitan Site Plan kawasan

permukiman;

melaksanakan penyediaan dan pengembangan Kawasan Siap

Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);

f. menyelenggakan pengkqiian batran fasilitasi, koordinasi dan

kerjasama/kemitraan bidang air minum, air limbatr, penyehatan

linglnrngan permukiman serta tata bangunan dan lingkungan;

g. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan dilingkup tugasnya; dan

h. melal<sanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(21 Seksi Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Kawasan dipimpin

oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:

a. menyelenggrakan pengkajian bahan kebijakan dan strategi

operasional bidang pengembangan kawasan dan tata ruang

kawasan;

b. menyelenggarakan pengkajian batran program strategis bidang

Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang dan evaluasi rencana;

c. menyelenggarakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang

Kawasan daerah;

d. menyelen pelaksanaan penataan ruang kawasan strategi

daerah;

e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan

kerjasama/kemitraan bidang pengembangan kawasan dan tata

ruang kawasan;

c.

e.

3
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f. mela}mkan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan dilinglrup hrgasnYa; dan

g. melahsanakan ttrgas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Tata Guna Tanah, Lahan dan Hunian Berimbang dipimpin oleh

Kepala Seksi, mempunyai ttrgas:

a. men5rusun nencana kerja di bidang seksi Tata Guna Tanah, Lahan

dan Hunian Berimb*g;
b. memberikan bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis tata

guna tanah, latran dan hunian berimbang, idin perubahan

penggunaan dan pemanfaatan tanatr, penerbitan rekomendasi

penunjukan penggunaan tanah;

c. menginventarisasi data, mengelola basis data dan sistem

informasi geografi tata guna tanah, lahan dan hunian berimb*g;

d. melaksanakan bimbingan teknis penggunaan dan pemanfaatan

tanah;

e. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi penatagunaan

tanah untuk penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan

tanah dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan, yang

hasilnya dihrangkan dalam risatah dan peta pertimbangan teknis

penatagunaan tanah;

f. menJrusun kesesuaian penggunaan tanah terhadap rencana tata

**g;
g. melakukan monitoring dan mengumpulkan data-data tata guna

tanah, lahan dan hunian berimbang;

h. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaart

kegiatan dilinglup hrgasnya; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pertanahan

Pasal 15

Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas

membantu melaksanakan penJrusunan, pelaksanaan kebijaf<an, dan

pemberian bimbingan teknis, penyelesaian konllik pertanahan serta

pemantauan dan evaluasi di bidang pertanahan.
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Pasal 16

Bidalg Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data di bidang pertanahan;

b. pelaksanaan inventarisasi tanah;

c. pelaksanaan dan pembinaan sosialisasi tentang peraturan

pertanahan;

d. pelaksanaan urusan sertifikat tanah aset pemerintah daerah;

e. pelaksanaan tukar menukar aset tanah milik pemerintatr daerah;

f. pelaksanaan penyelesaian konflik pertanahan melalui koordinasi

dengan instansi terkait;

g. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah;

h. pengoordinasian serta pelaksanaan teknis dalam rangka alih fungsi

lahan; darr

i. melaksanakan ttrgas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengart

tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Permasalalran Tanah dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai

hrgas:

a. menrusun rencana kerja di bidang Seksi Permasalatran Tanah;

b. menerima, meneliti dan mengkaji pengaduan sengketa tanah;

c. melaksanafen hngkah-langkah penyelesaian konflik pertanahan;

d. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan

pertanahan;

e. melakukan pembenhrkan tim pengawasan dan pengendaliart

permasalahan tanatr dan alih fungsi lahan;

f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dilinglnrp

tugasnya; dan
g. melaksanakan hrgas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(21 Seksi Inventarisasi Tanatr dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai

tugas:
a. men5rusun rencana kerja di bidang Seksi Inventarisasi Tanah;

b. menginventarisir tanah aset milik pemerintah daerah;

c. menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan keda

unhrk kepentingan pembangun€rn;

t4 
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d. mengkomfilasi data dan informasi peta pola penggunaan tanah,

peta wilayah tanah, peta persediaan tanah RTRW dan rencana

pembangunan;

e. melakukan koordinasi terhadap letak kegiatan penggunaan tanah

dengan instansi terkait;

f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup

tugasnya; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai

dengan hrgas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengadaan Tanah dipimpin oleh Kepda Seksi, mempunyai

tugas:

a. men5rusun rencana kerja di bidang Seksi Pengadaan Tanah;

b. memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk asset

pemerintah daerah sampai dengan sertifikasinya;

c. memproses pengadaan tanah untuk kepentingan fiasilitas umum;

d. memproses sertilikasi tanah aset pemerintah daerah;

e. melaksanakan pengutarsan tukar menukar tanah dan bangunan

milik pemerintah daerah;

f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup

hrgasnya; dart

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB TV

KEI.OMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Ketompok Jabatan F\rngsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan F\rngsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang diahrr dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

(3) Kelompok Jabatan F\rngsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk.
(a) Jumlah tenaga fungsional ditenhrkan berdasarkan kebuhrhan dan

beban kerja.

(5) Kelompok Jabatan Ftrngsional mempunyai tugas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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BAB V

TATA KER"IA

Pasal 19

Ddam melaksanakan hrgasnya, pimpinan satrran organisasi dan unit

organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-

masing maupun antar satrran organisasi di linglnrngan Dinas serta

dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bita terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkatt

yang diperlukan sesuai dengan peraturan pemndang-undangan yang

berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan sattran organisasi dalam linglnrngan sahran kerja

bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta pehmjuk-petunjuk bagi

pelaksanaan hrgas bawahan.

Pasal22

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petuqiuk-

petuqiuk dan bertanggungiawab kepada atasan masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada walrttrnya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan orgarrisasi dari

bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan unhrk
penJrusunan laporan lebih lanjut dan unhrk memberikan petunjuk-

petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan

laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.
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Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh

kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat

berkala.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wqiib mengawasi bawahannya masing-

masing, mengoordinasikan bawatrannya dan memberikan bimbingan serta

pehrnjuk-pehrnjuk bag pelaksanaan ttrgas bawahannya, bila terjadi

penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengart

peraturan pemndang-undangan yang berlalm.

Pasc'J 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan

dan bertanggUng jawab kepada atasan masing-masing serta

menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(U Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Selcretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketenhran

perahrran pemndang-undangan.

(3) Kepala Dinas mempakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan

Tinggt Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan

Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagiart

dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon [V.a atau Jabatan

Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlalnr, maka Peraturan Bupati

Nomor 46 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman I(abupaten Musi

Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OL6 Nomor 46)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

rr 
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Pasal 3O

Peraturan Bupati ini mulai berlaktr pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintatrkan pengUndangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Diundangkan di Lubuklinggou,

- ---pada tanggal 18 ftlf 2Ol7
SEKRETARIS DAERAH

Ditetapkan di Lubuklinggaf,
Pada tang4 .2C Juu 2gfrr

*wRAwAS,

,,-TGUNAWAN

MUSI RAWAS TAHUN 2OI7 NOMOR ..36
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